KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

. Atasi ancaman siber, komisi XI minta gunakan UU PDP
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Atasi Ancaman Siber

Komisi X1 Minta

Gunakan

A MNOCANAN keboocoran data
dan scrangan siber di Indonesia
terus meningkat. Badan Siber
dan Sandi Negara (BS5IN)
mencatal sepanjang 2025 ter-
Jadi lebih dari 3,64 miliar upayva
soerangan siber, termasuk vang
menyasar sckior perbankan dan
keuangan.

Wakil Kletua Komisi XI DPR
Hanill Dhakiri moncgaslkan
kehadiran negara tidak boleh
berhenti pada: pembentukan
Undang-Undang MNomor 27
Tahun 2022 tentang Pelindwrng-
amn Data Pribadi (UL PP},
Mepara juga wajib hadir rnelaloi
poncoakan hulkurm yvang Leoas,
pengawvasan berkelanjutan.
serta respons insiden vang ter-
ukur dan transpararn.

“UILT PP sudah rmemiberi pa-
yuree hukum, tetapi itmplemen-
tasi wang tepas dan konsisten
masih menjadi pekerjaan be-
sar.” ujar Hanil dalarmm keterang-
annya, hingou (1 1/15°2026).

MMenurutnya, tanpa imple-
mentasi yvang kuat, poerlin-
dungan data berisiko berhbenti
scebagai norma di atas koertas.
Padahal, tanggung jawvalb po-
lindungan data bersifat berlapis.
Bank dan pengelola data swajily
momeastikan keamanan sistern
serta tata kelola risiko data

UyU PDP

nasabah berjalan optirmal.

Hamnil meminta regulator dan
pongawvas, khususnya Otoritas
Jasa Kouangan (OJK). haruas
mermastikan standar kearmanan
dipatuhi dan audit dilakukan
sccara cfcekiil. Negara juga
berangogung jawab rmmermastikan
clkosisterm penegakan hulkum
T PDEP berjalan solid tanpa
saling lempar kewoenangan
antar-Tembaga.

Toerkait pengawasan OJE.
Hanill menilai persoalannya
bulian scmata lemmah atau tidalk,
melainkan adanva kescenjangan
antara kecepatan ancarnan siber
dan komampuan adaplasi insei-
tusi. Ancaman siber bergeralk
Jauh lebih cepat dibanding proses
poenyvesuaian rata-rata lembaga.

"Karcna itu., pengavwasan ha-
rus lebih proaktifl, berbasis risiloo,
dan dilengkapi stress test ketah-
anan siber, bukan sekadar choeclk-
list kepatuhan administratif”
tepas politikus PEKEB tersebul.

Ia menambahkan., regulasi
scbenarmya telah tersedia. na-
mun ltantangan atarma terlorals
pada konsistensi implermentasi,
kualitas audit. kesiapan surnbwer
dava manusia. serta pongujian
sisterm yvang dilakukan soccara
berkala. Sinkronisasi regulasi
meenjadi keharasan. = niF
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